BAB I

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan

sebagai berikut :

1.

Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan
sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak isteri korban kekerasan fisik oleh
suami adalah usaha yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat
Perempuan yang antara lain adalah memberi berbagai macam informasi
kepada masyarakat luas mengenai hak-hak perempuan, melakukan berbagai
training, memberikan informasi kepada ibu-ibu PKK lewat acara-acara yang
diadakan oleh ibu-ibu PKK, membeti informasi tentang hak-hak perempuan
lewat mading di desa-desa, memberi pengetahuan mengenai prosedur
pelaporan jika terjadi kekerarasan dalam rumah tangga, memberi konseling
kepada korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya pemulihan
korban secara psikis, mendorong terbentuknya peraturan-peraturan mengenai
kekerasan berbasis jender.

Upaya Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan memberikan
dampak positif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya bagi
siteri sebagai korban kekerasan fisik oleh suami yaitu korban menjadi lebih
mengerti apa dan bagaimana cara korban kekerasan fisk oleh suami tersebut
bertindak, sehingga korban tidak takut lagi ataupun bingung untuk

menyelesaikan kasus tersebut.
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2. Hambatan yang dialami dialami oleh Lembaga Swadaya Masyarakat
Perempuan sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak isteri korban
kekerasan fisik oleh suami antara lain adalah :

a. Kurang diterimanya Lembaga Swadaya Masyarakat di masyarakat
khususnya di masyarakat di daerah terpencil.

b. Memberi pengetahuan kepada masyarakat melalui norma hukum tgtapi
kadang terbentur dengan norma agama dan norma adat. Mengatasi hal
tersebut maka Mitra Wacana dalam melakukan informasi ke masyarakat
sering didampingi oleh pemuka agama atau pemuka adat setempat.

¢. Budaya diam perempuan sebagai korban

i Anggapan bahwa kekerasan adalah aib yang lidak boleh diketabui
| orang lain, perempuan korban kekerasan dalam rumah fangga merasa
malu atau takut memperkarakan suaminya karena takut akan mendapatkan
stigma dari masyarakat, takut dicerai, takut kehilangan nafkah, atau
sungkan terhadap tekanan/permohonan dari keluarganya sendiri. Tidak
jarang, korban yang telah memulai proses hukum kemudian mencabut

kembali perkaranya karena alasan-alasan di atas.

d. Pembungkaman oleh masyarakat

Minimnya dukungan dan pengetahuan masyarakat mengenai
kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga juga
termasuk sebagai hambatan. Penanganan kasus kekerasan terhadap

perempuan secara umum, budaya patriarkhi yang masth melekat erat
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dalam kehidupan masyarakat seringkali memposisikan perempuan sebagai
pihak yang dipersalahkan atas kekerasan yang terjadi pada dirinya.
B. Saran
1. Pemerintah dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih ditingkatkan lagi
terhadap segala kalangan dalam masyarakat termasuk aparat penegak hukum.
2. Melakukan pengenalan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada masyarakat sedini
mungkin. Misalnya melalui fa/k show di sekolah-sekolah.
3. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan diharapkan mampu

memperbanyak Sumber Daya Manusia yang ahli di bidangnya .
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